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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Kesenjangan Kepemilikan Komputer Antara Masyarakat
Desa dan Kota Berdasarkan Data BPS dari Tahun 2012-2022 dan Implikasinya Terhadap Model
Pengembangan Kebijakan Teknologi Pendidikan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
melalui https://www.bps.go.id/id. Subjek penelitian yang dilibatkan adalah rumah tangga di setiap provinsi
di Indonesia yang dibedakan menjadi dua kategori perkotaan dan pedesaan. Terdapat 38 Provinsi yang
masuk dalam data yang dikumpulkan oleh tim Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa masyarakat kota lebih menguasai penggunaan komputer dari pada masyarakat desa dan tren
kesenjangan masyarakat memiliki atau menguasai komputer di perkotaan setiap tahunnya mengalami
penurunan, sedangkan pada pedesaan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu
ketidakmerataan infrastruktur untuk mengakses internet, ekonomi, keterampilan dan literasi digital.
Kemudian berdasarkan hasil pengkajian ditemukan beberapa model sistem, model penyelidikan, model elit,
model rasional, model inkrementalis, model analisis kebijakan, dan model pendekatan implementasi
kebijakan publik. Pengkajian ini juga menemukan bahwa model rasional yang dirasa tepat digunakan untuk
kesenjangan terhadap teknologi pendidikan.

Kata kunci: Kesenjangan Kepemilikan Komputer, Model Pengembangan, Kebijakan, Teknologi Pendidikan

ABSTRACT

This study aimed to determine the Analysis of the Gap in Computer Ownership Between Rural and Urban
Communities Based on BPS Data from 2012-2022 and Its Implications for the Educational Technology
Policy Development Model. The Method of this research was a quantitative approach. This study used
secondary data provided by the Central Statistics Agency (BPS) through https://www.bps.go.id/id. The
research subjects involved were households in each province in Indonesia which were divided into two
categories, urban and rural. There were 38 provinces included in the data collected by the Central Statistics
Agency (BPS) team. The results of the study showed that urban communities were more proficient in using
computers than rural communities and the trend of the gap in people owning or controlling computers in
urban areas has decreased every year, while in rural areas it has increased. This was due to several factors,
namely the inequality of infrastructure for accessing the internet, economy, skills and digital literacy. Then
based on the results of the study, several system models were found, investigation models, elite models,
rational models, incrementalist models, policy analysis models, and public policy implementation approach
models. This study also found that the rational model was considered appropriate for the gap in educational
technology.

Keyword: Computer Ownership Gap, Development Model, Policy, Educational Technology

I. PENDAHULUAN (Bahirah, 2022). Teknologi dalam pendidikan
bermanfaat sebagai sumber ilmu pengetahuan
dan pusatnya pendidikan khususnya media
elektronik seperti komputer dan jaringan
internet (Muttabiah dkk., 2021).

Dalam era revolusi menuju 5.0 masyarakat
dituntut ~ untuk  menyesuaikan  dengan
perkembangan teknologi yang terus
berkembang  seiring  berjalannya  waktu
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Komputer merupakan perangkat yang
digunakan untuk membantu pekerjaan manusia
juga mengelola data menjadi informasi serta
menyimpannya untuk ditampilkan di waktu
mendatang atau saat dibutuhkan (Surono,
2024). Komputer memiliki banyak manfaat
seperti memudahan pencarian dan penyebaran
informasi secara cepat, meningkatkan efisiensi
kerja, membantu dalam proses belajar
mengajar melalui e-learning, mempermudah
manajemen bisnis, dan mendukung kegiatan
desain grafis serta menyimpan dan mengolah
data dalam jumlah yang besar secara efektif.
Manfaat ini membantu meningkatkan kualitas
hidup dan mempercepat perkembangan di
berbagai bidang.

Penggunaan teknologi
pendidikan telah terbukti efektif dalam
meningkatkan mutu belajar siswa dengan
memberikan lebih banyak kesempatan untuk
belajar secara mandiri dan menarik, serta
memberikan pengalaman yang lebih interaktif
(Haking & Soepriyanti, 2019). Teknologi
komputer bagi pendidikan selain berpengaruh
positif, namun juga berpengaruh negatif.
Pengaruh negarif yang dilakukan oleh siswa
maupun guru yaitu sering mengakses informasi
yang mengandung hal tidak baik seperti
pornografi atau game online, menimbulkan
sikap yang apatis baik bagi siswa maupun guru,
sehingga siswa kurang aktif dalam proses
pembelajaran dan hasilnya tidak maksimal
(Asmani, 2011:149).

Kesenjangan sumber daya manusia (SDM)
di kota dan desa terjadi karena kurangnya
akses, keterbatasan infrastruktur, maupun
pemahaman  tentang  teknologi. Bagi
masyarakat pedesaan terutama pada daerah 3T,
internet masih kurang dapat dijangkau (Sukri,
dkk.,2022). Diseminasi teknologi meliputi
akses, fasilitas, dan pengetahuan masih
mendominasi daerah perkotaan. Perlu adanya
upaya untuk mengurangi bahkan
menghilangkan  kesenjangan  digital atau
komputer yang terjadi di daerah pedesaan
(Susanti dkk., 2023). Komputer merupakan
fasilitas yang penting namun belum dirasakan
semua penduduk desa dan kota.

Kesenjangan keterampilan komputer antara
di kota dan desa disebabkan oleh beberapa
faktor seperti kota biasanya memiliki akses

komputer dalam
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internet lebih baik dan perangkat komputer
dibanding di desa, sekolah di kota sering
memiliki fasilitas dan kurikulum yang lebih
berfokus pada teknologi, di kota lebih banyak
peluang untuk pelatihan dan kursus komputer
dibandingkan di desa, dan tingkat pendapatan
yang lebih tinggi di kota memudahkan akses ke
perangkat teknologi serta dukungan pemerintah
untuk pelatihan komputer lebih banyak
ditemukan di  kota. Untuk mengatasi
kesenjangan ini perlu adanya program
pelatihan, investasi infrastruktur, dan kebijakan
yang mendukung pemerataan akses teknologi.
Kesenjangan ini telah dilakukan oleh
beberapa peneliti, namun penelitian
sebelumnya tidak mengunakan data Badan
Pusat  Statistik (BPS) untuk  meneliti
kesenjangan antara desa dan kota dalam
kepemilikan komputer. Badan Pusat Statistik
(BPS) adalah lembaga pemerintah non
kementerian yang bertanggungjawab langsung
kepada presiden. Tugas Badan Pusat Statistik
(BPS) sebagai penyedia kebutuhan data bagi
pemerintah dan masyarakat. Data ini
didapatkan dari sensus atau survey yang
dilakukan sendiri dan juga dari lembaga
pemerintahan ~ sebagai  data  sekunder,
membantu kegiatan statistik di kementerian,
mengembangkan dan mempromosikan standar
teknik dan  metodologi  statistik  serta
menyediakan  pelayanan  pada  bidang
pendidikan dan pelatihan statistik (BPS, 2024).
Keuntungan menggunakan data Badan Pusat
Statistik (BPS) dalam penelitian ini peneliti
tidak langsung melakukan penelitian karena
pada Badan Pusat Statistika sudah mengacu
pada pedoman metodologi statistik
pemerintahan Indonesia. Peneliti sebelumnya
meneliti kesenjangan digital atau komputer
hanya satu tahun tidak satu dekade atau
sepuluh tahun sebelumnya. Penelitian ini
meneliti kesenjangan yang belum pernah
dilakukan penelitian sebelumnya. Peneliti ini
juga membuat analisa implikasi kesenjangan
model kebijakan sebagai tanggapan mengenai
kesenjangan kepemilikan komputer pada
masyarakat desa dan kota di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif. Jenis penelitian yang dilakukan
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adalah metode survey. Metode Survey adalah
satu  bentuk teknik dimana informasi
dikumpulkan dari sejumlah sampel berupa
orang, melalui pertanyaan-pertanyaan
(Zikmund dkk., 2010). Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa metode survey adalah
suatu metode dimana dalam pengumpulan
datanya bisa menggunakan kuesioner dan
wawancara yang didapatkan dari sampel
berupa orang, yang mana dari data tersebut
akan mewakili suatu populasi tertentu sesuai
dengan kepentingan penelitian.

Penelitian ini menggunakan data sekunder
yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik
(BPS)  melalui  https://www.bps.go.id/id.
Keunggulan menggunakan data sekunder yaitu
datanya mudah didapat, dapat diakses secara
daring Data sekunder adalah data atau
informasi yang diperoleh dari studi literature,
seperti buku, jurnal, makalah, penelitian-
penelitian yang berkaitan sebelumnya, dan
dapat juga disebut data yang sudah diolah,
meliputi data yang digunakan sebagai landasan
teori dari penelitian, kapan saja, efisiensi biaya
dan kepraktisan dalam pengumpulan data
ketika melakukan penelitian.

Objek penelitian ini adalah rumah tangga di
setiap provinsi di Indonesia yang dibedakan
menjadi dua kategori perkotaan dan pedesaan.
Terdapat 38 Provinsi yang masuk dalam data
yang dikumpulkan oleh tim Badan Pusat
Statistik (BPS) melalui
https://www.bps.go.id/id.

Dalam penelitian ini sumber data yang
digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik
(BPS). Untuk pengambilan data pada Badan
Pusat  Statistik tidak memerlukan izin
dikarenakan data tersebut bersifat publik dan
tersedia di situs resmi Badan Pusat Statistik
(BPS). Adapun langkah-langkah  yang
dilakukan peneliti dalam mengolah data ini
adalah peneliti mendownload data dari Badan
Pusat  Statistik (BPS) melalui  website
https://www.bps.go.id/id,  hasil ~ download
berupa data dalam bentuk excel yang berjudul
“persentase rumah tangga yang
memiliki/menguasai komputer menurut
provinsi dan klasifikasi daerah” yang
didownload perperiode dan  melakukan
kalkulasi  perhitungan mean selanjutnya
mengkonversi data excel ke SPSS Versi 29.
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Penelitian ini menggunakan data survey
longitudinal yang dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) dari tahun 2012 sampai dengan
tahun 2022 yang terdiri dari 38 Provinsi yang
dibagi menjadi dua kelompok yaitu pedesaan
dan perkotaan.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan
untuk  mengetahui perbedaan dan tren
fenomena serta implikasi kesenjangan pada
masyarakat kota dan desa dalam memiliki
komputer. Analisis data dalam penelitian ini
menggunkan statistik dengan bantuan SPSS.

I1I. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai kesenjangan
kepemilikan komputer antara masyarakat desa
dan kota di Indonesia  menunjukkan
bahwasanya masyarakat kota secara signifikan
memiliki komputer dari pada masyarakat desa.
Beberapa penelitan sebelumnya menunjukkan
hasil yang serupa yang mendukung hasil
penelitian ini. Hal ini sesuai dengan penelitian
sebelumnya Oktavianoor (2020) menemukan
bahwa penggunaan internet yang terkait
dengan penguasaan komputer dikalangan
masyarakat desa hanya mencapai 79,79%,
sedangkan  dilakangan  masyarakat kota
mencapai  87,55%. Hal ini menunjukkan
kesenjangan antara desa dan kota, dimana desa
tertinggal dalam hal penggunaan internet
dibanding dengan kota.

Alasan mengapa masyarakat desa banyak
yang tidak tahu atau kurang mengetahui
penggunaan teknologi karena salah satu
faktornya adalah faktor ekonomi (Hadiyat,
2014). Cerelia (2021) menerangkan banyaknya
penduduk miskin di daerah pedesaan
mengakibatkan mereka tidak dapat mengakses
biaya kuota internet dan perangkat elektronik.,
contohya adalah komputer dan hal ini
menyebabkan terjadinya learning loss lebih
tinggi oleh peserta didik di pedesaan dari pada
di daerah perkotaan pada masa pandemic
covid-19. Sedangkan peserta didik perkotaan
dengan ekonomi yang lebih baik memudahkan
mereka untuk akses teknologi sehingga mereka
lebih mudah mendapatkan ilmu pengetahuan
melalui internet. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa kesenjangan ekonomi
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antara desa dan perkotaan dapat menyebabkan
kesenjangan dalam penguasaan komputer.
Selain faktor ekonomi yang menyebabkan
kesenjangan kepemilikan komputer ialah faktor
tingkat pendidikan yang rendah. Mukhlis
(2011) mengatakan hanya sedikit masyarakat
desa yang melanjutkan pendidikan sampai
SMA ataupun perguruan tinggi, salah satu
daerah yang memiliki pendidikan yang rendah
yaitu Desa Dieng Wetan Provinsi Jawa
Tengah. Minimnya infrastruktur yang berkaitan
dengan teknologi komputer, juga menyebabkan
kesenjangan kepemilikan dan penggunaan
komputer di desa dan kota, contihnya adalah
wireless atau internet di daerah terpencil.
Karena keterbatasan dalam mengakses internet
di kalangan masyarakat desa, indeks literasi
digital pada daerah pedesaan, khususnya
daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T)
mendapat skor sebesar 3,52 (skala 1-5) dan
skor ini lebih rendah dibandingkan dengan skor
indeks daerah non 3T (Katadata, 2024). Chen
& Wallman (2004) juga melaporkan minimnya
infrastruktur di  pedesaan karena faktor
geografis yaitu kepulauan, pegunungan, dan
letak daerah yang berjauhan menyebabkan

sulitnya akses desa untuk mendapatkan
jaringan internet. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa ketidakmerataan

infrastruktur dapat menimbulkan kesenjangan
dalam penggunaan dan kepemilikan komputer
(Hadiyat, 2014) pada masyarakat desa dan
kota.

Fenomena kesenjangan kepemilikan
komputer tidak hanya terjadi pada Negara
Indonesia, namun juga terjadi di Negara lain,
seperti Nigeria dimana masyarakat desa di
Nigeria masih banyak yang tidak mampu
membeli komputer dan minim kemampuan
menggunakan komputer, serta memiliki minim
akses internet dibandingkan dengan masyarakat
kota (David, 2015; Tayo, 2015). Dengan
demikian kesenjangan antar desa dan kota
dalam kepemilikan dan penggunaan komputer
merupakan fenomena global yang diperlukan
solusi untuk meminimalisir kesenjangan
sehingga setiap masyarakat mendapatkan
pemahaman yang merata sehingga setiap
masyarakat mendapatkan pemahaman yang
merata  sehingga  masyarakat  sehingga
masyarakat desa dapat mendapatkan manfaat
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penggunaan komputer untuk peningkatan
ekonomi dan kesempatan positif lainnya.

Fenomena penguasaan komputer mengalami
kenaikan dalam tujuh tahun (tahun 2012-2018)
dan mengalami penurunan pada tiga tahun
terakhir (tahun 2019-2022) pada masyarakat
perkotaan. Tren penurunan juga terjadi pada
penguasaan komputer di masyarakat pedesaan,
dimana pada awalnya mengalami tren kenaikan
selama sembilan tahun (tahun 2012-2020) dan
akhirnya mengalami tren penurunan dalam dua
tahun terakhir (tahun 2021-2022).

Berdasarkan hasil survey indeks literasi
digital Indonesia tahun 2022 melaporkan
bahwa pengukuran indeks literasi digital
Nasional sudah mencapai skor 3,54 (skala 1-5).
Survey ini dilakukan untuk mengetahui status
literasi digital dan untuk memastikan upaya
peningkatan literasi digital masyarakat makin
tepat sasaran. Dibandingkan dengan indeks
literasi digital pada tahun 2021, terdapat
peningkatan skor indeks literasi digital pada
tahun 2022 (dari 3,49 ke 3,54) (Katadata,
2024). Hal ini menunjukkan perlunya upaya
untuk mengatasi terjadinya kesenjangan digital.

Begitu juga dengan hasil penelitian
(Hadiyat, 2014) yang menemukan jumlah
rumah tangga yang memiliki laptop sebanyak
6,12% sedangkan yang tidak memiliki
komputer hanya 1,25%. Jumlah ini tidak
bahkan mencapai 10% dari total rumah tangga
yang ada di Kabupaten Wakatobi. Sedangkan
jumlah penggunaan internet hanya sebesar
8,1% dari jumlah rumah tangga yang ada. Hal
ini dipengaruhi oleh akses internet dan kualitas
internet yang ada di Kabupaten Wakatobi.
Hasil penelitian Ariansyah, Anandhita, dan
Sari  (2019) menunjukkan masih adanya
kesenjangan antar provinsi di Indonesia baik
itu terkait akses maupun dalam pemahaman
terhadap penggunaan teknologi digital. Papua,
NTT, dan Sulawesi Tengah memiliki nilai
indeks kesenjangan yang cukup besar.

Berdasarkan hasil pengkajian ditemukan
beberapa model sistem, model penyelidikan,
model elit, model  rasional, model
inkrementalis, model analisis kebijakan, dan
model pendekatan implementasi kebijakan
publik. Pengkajian ini juga menemukan bahwa
model rasional yang dirasakan tepat digunakan
untuk  kesenjangan  terhadap  teknologi
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pendidikan. Hal ini dikarenakan pada model
kebijakan rasional alokasi sumber daya yang

dihasilkan tepat dan efektif, keputusan
berdasarkan pada analisis data dan penelitian
bukan asumsi, memungkinkan kebijakan

diterapkan secara luas dan konsisten, mudah
disesuaikan dengan perkembangan teknologi
dan kebutuhan pendidikan, memudahkan
pengukuran hasil dan proses pengembangan
kebijakan yang jelas serta terbuka untuk
pengawasan.  Sehingga  dengan  model
kebijakan rasional ini membantu mengatasi
kesenjangan kepemilikan atau penguasaan
komputer antara di desa dan kota untuk
mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif
dan berkelanjutan.

Pada model rasional ini usulan kebijakan
agar tidak terjadi kesenjangan digital yakni
keterlibatan pemerintah, sekolah, orang tua dan
siswa untuk meningkatkan = pemahaman
komputer di daerah perkotaan dan pedesaan.
Implementasi kesenjangan kepemilikan
komputer anatara desa dan kota dalam model
pengembangan kebijakan teknologi pendidikan
memerlukan pendekatan yang komprehensif
untuk mengatasi ketidaksetaraan termasuk
pengembangan infrastruktur, meningkatkan
kemahiran teknologi para pendidik,
kepegawaian, pengelolaan keuangan yang
bijaksana, dan perluasan akses internet bagi
setiap siswa serta pelatihan dan pengembangan
program pendidikan. Dengan melakukan ini,
lembaga pendidikan dapat meningkatkan
kualitas pendidikannya secara keseluruhan dan
lebih siap menghadapi dinamika perubahan.

Salah satu upaya pemerintah untuk
meningkatkan literasi digital di pedesaan atau
daerah terpencil yaitu dengan meratakan
infrastruktur yang ada. Dengan meningkatnya
infrastruktur diharapkan kesenjangan digital
yang terjadi dapat di minimalisir dan
meningkatkan pendapatan daerah. Upaya lain
yang dapat dilakukan adalah  dengan
menyelenggarakan program pelatihan
komputer.  Melalui  program  pelatihan,
masyarakat di pedesaan akan diberikan
pelatithan dasar dalam penggunaan komputer
dan internet sehingga dapat memanfaatkan

teknologi  dengan lebih  optimal dan
mengurangi  kesenjangan  digital  antara
perkotaan dan pedesaan (Khusna, 2019).
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Program pelatihan komputer dapat memberikan
maanfaat bagi masyarakat seperti
meningkatkan kemampuan literasi digital,
meningkatkan akses informasi dan memperluas
kesempatan dalam mencari kerja. Selain itu,
program ini juga dapat meningkatkan
keterampilan dan produktivitas masyarakat
setempat sehingga dapat membuka peluang
usaha dan ekonomi yang lebih luas (Khan,
2020). Oleh karena itu program pendidikan dan
pelatihan secara formal ataupun nonformal
sangat dibutuhkan oleh siswa dan guru untuk
mendukung lancarnya pembelajaran.

Guru dan siswa sebaiknya tidak gagap
teknologi  karena hal tersebut sangat
berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari
khususnya terhadap pendidikan. Seperti yang
dikatakan oleh Green (2002) bahwa orang-
orang yang menguasai teknologi maka
pengetahuan dan keterampilan akan semakin
meningkat dan sebaliknya. Oleh karena itu
program-program pendidikan dan pelatihan
secara formal maupun nonformal sangat
dibutuhkan oleh siswa untuk mendukung
kelancaran pembelajaran.

Berdasarkan pemaparan tersebut kebijakan
teknologi harus dirancang untuk mengatasi
kesenjangan akses, ekonomi, memberikan
dukungan yang diperlukan dan memastikan
bahwa semua siswa, baik di kota maupun di
desa memiliki kesempatan yang adil untuk
mendapatkan manfaat dari teknologi dalam
pendidikan. Ini termasuk investasi dalam
infrastruktur, pelatihan dan penyediaan sumber
daya yang sesuai dengan kebutuhan masing-
masing daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,
disimpulkan bahwa kesenjangan kepemilikan
komputer antara masyarakat desa dan kota di
Indonesia menunjukkan bahwasanya
masyarakat kota lebih memiliki komputer dari
pada masyarakat desa. Hal ini dapat dapat
dilihat dari hasil kepemilikan komputer di
perkotaan berkisar dari 24,24% sampai dengan
28,61% dan dipedesaan berkisar dari 5,61 %
sampai dengan 9,58% dari tahun 2012 sampai
dengan tahun 2022. Fenomena kepemilikan
komputer mengalami kenaikan dalam tujuh
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tahun (tahun 2012-2018) dan mengalami
penurunan pada tiga tahun terakhir (tahun
2019-2022) pada masyarakat perkotaan. Tren
penurunan juga terjadi pada kepemilikkan
komputer di masyarakat pedesaan, dimana
pada awalnya mengalami tren kenaikan selama
sembilan tahun (tahun 2012-2020) dan
akhirnya mengalami tren penurunan dalam dua
tahun terakhir (tahun 2021-2022). Dan
Implikasi kesenjangan ini terhadap
pengembangan model kebijakan teknologi
pendidikan. Berdasarkan hasil pengkajian
ditemukan beberapa model sistem, model
penyelidikan, model elit, model rasional, model
inkrementalis, model analisis kebijakan, dan
model pendekatan implementasi kebijakan
publik. Pengkajian ini juga menemukan bahwa
model rasional yang dirasa tepat digunakan
untuk  kesenjangan  terhadap  teknologi
pendidikan. Hal ini dikarenakan pada model
kebijakan rasional alokasi sumber daya yang
dihasilkan tepat dan efektif, keputusan
berdasarkan pada analisis data dan penelitian
bukan asumsi, memungkinkan kebijakan
diterapkan secara luas dan konsisten, mudah
disesuaikan dengan perkembangan teknologi
dan kebutuhan pendidikan, memudahkan
pengukuran hasil dan proses pengembangan
kebijakan yang jelas serta terbuka untuk
pengawasan.
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